BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 0{ TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang: a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

bahv;a sésuai, Butir W.d.2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun
sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk
mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia
anggarannya;

bahwa sesuai, Butir W.d.6) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun
sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk
mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum
tersedia anggarannya;

bahwa sesuai Bab VI Butir E.a.2) dan Butir E.a.6) Peraturan
Menteri Dalam  Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, keadaan yang
menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus

digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa
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mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia
anggarannya, mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan
yang belum tersedia anggarannya;

bahwa sesuai Bab VI Butir E.b Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, penggunaan SILPA tahun
anggaran sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran tersebut
di atas diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan
DPA-SKPD dan/atau RKA-SKPD;

bahwa sesuai Bab VI Butir E.g Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran
penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya terlebih
dahulu melakukan perubahan atas Perkada tentang
penjabaran APBD " tahun anggaran berikutnya untuk
selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan
APBD tahun anggaran berikutnya atau ditampung dalam
laporan realisasi anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD tahun anggaran berikutnya.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
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Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485)

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan  Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
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dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020
Tentang Kebijaikan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi
ancaman yang membahayakan perekonomian nasional
dan/atau stabilitas sistem keuangan (Lembaran Negara Tahun
2020 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor )

9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijaikan keuangan
negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan
pandemi corona virus disease 2019 (COVID- 19) dan/atau
dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan
perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar  Akuntansi Pemerintahan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah dirubah dengan
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5.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23
tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi
nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara
untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019
(COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas
sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

18.Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 2 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 Nomor 2 );
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19.Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo
Tahun 2022 Nomor 49 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Gorontalo Tahun 2022 Nomor 49 ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 32
(1) Uraian Lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja
daerah Perubahan ringkasan penjabaran APBD sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran I

Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal \S Yebruar ooz
‘B'U' ORONTALO,

Diundangkan di Limboto
pada tanggal IS fersupft 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

/

RONI SAMPIR

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR



